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SUTRIANI SUDARMAN, B111 10 035, Pemberian Kompensasi sebagai 
Wujud Perlindungan Hukum terhadap Tersangka/Terdakwa dalam 
Perkara Pidana di Kota Makassar, dibimbing oleh Prof. Dr. H. M. Said 
Karim, SH., MH.,. (Pembimbing I) dan Hj. Haeranah, SH., MH. 
(Pembimbing II).  
 
Bertujuan untuk mengetahui wujud pelaksanaan pemberian 
perlindungan hukum dalam bentuk kompensasi dan kendala-kendala yang 
dihadapi dalam pemenuhan kompensasi di Kota Makassar. 
 
Penelitian berlokasi di Kota Makassar tepatnya di kantor 
Pengadilan Negeri Makassar dan Rutan Kelas I Makassar. 
.  
 Sampel pada penelitian ini adalah 40 orang yang telah menjalani 
masa tahanan dan 40 orang masyarakat Kota Makassar yang pernah 
mengalami upaya paksa . Untuk menguji hipotesis pemberian kompensasi 
sebagai wujud perlindungan hukum. 
    
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat 
tahu akan hak mereka untuk mengajukan permohonan gugatan ganti 
kerugian (kompensasi). Meskipun mereka mengetahuinya, akan tetapi 
mereka lebih untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan 
kurangnya pemahaman masyarakat bahwa mereka boleh menuntut 
kompensasi dan rehabilitasi atas perlakuan aparat yang dianggap tidak 
sah. Ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan 
kompensasi, seperti ketidaktahuan masyarakat tentang pengajuan 
pemohonan kompensasi, jumlah nilai pemberian kompensasi tidak sesuai 
dengan hak-hak tersangka/terdakwa yang telah dirampas, proses hukum 
yang berbelit-belit, dan masyarakat yang sudah berhubungan dengan 
aparat penegak hukum enggan bermasalah lagi dengan hukum itu sendiri 
dan budaya masyarakat.oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi kepada 
masyarakat tentang pemenuhan hak-hak mereka terutama hak mereka 
untuk menuntut kompensasi jika mengalami upaya paksa yang tidak sah. 
Selain itu perlu adanya peningkatan jumlah kompensasi yang tercantum 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Penjelasan Umum ( Pembukaan) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tercantum Negara Indonesia 
berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 
(machtsstaat). Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa 
―Negara Indonesia adalah negara hukum‖. Oleh sebab itu, maka setiap 
langkah yang diambil oleh penguasa harus berdasarkan atas hukum guna 
mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari negara atau 
penguasa, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
setiap warga negara. 
Sebagai realisasinya dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 25 yang 
dalam penjelasannya tercantum Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan 
yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. 
Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang 
tentang kedudukan para hakim. 
Dari kutipan di atas, perlu diperhatikan kata ―jaminan‖, yang 
dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan 
pemakaian kekuasaan yang salah dari pihak kekuasaan pelaksana 
(executive power) untuk memengaruhi kepolisian, kejaksaan, dan hakim 
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dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Hal ini merupakan suatu 
jaminan bagi terselenggaranya proses peradilan. 
Hukum beroperasi melalui orang, hukum menetapkan apa yang 
harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Hukum tidak dapat 
membiarkan perbuatan yang melawan hukum justru memperhatikan dan 
menggarap secara intensif perbuatan yang melawan hukum, yang 
diperhatikan dan digarap itu bukan hanya perbuatan melawan hukum 
yang sungguh-sungguh terjadi melainkan juga perbuatan melawan hukum 
yang mungkin akan terjadi. 
Perhatian dan penggarapan hal-hal tersebut di atas inilah yang 
merupakan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan segi yang 
lain dari pembentukan hukum. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak 
dapat dipisahkan. Hukum dapat mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai 
sesuai dengan hukum dan mendiskualifikasikannya sebagai perbuatan 
melawan hukum. Perbuatan melawan hukum membawa konsekuensi bagi 
pembuatnya, yang digarap pula oleh hukum dengan menggunakan sanksi. 
Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai berbagai 
perbuatan yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya, 
baik yang mengatur hubungan orang perorang yang biasanya disebut 
hukum privat, maupun hukum yang mengatur hubungan antar manusia 
sebagai makhluk individu dengan negara yang biasa disebut hukum 
publik. Dalam hukum publik, negara sebagai organisasi kekuasaan wajib 
menjalankan tugasnya tanpa ada perlakuan diskriminatif. Hal ini dapat 
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dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi 
―segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya‖. Setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan 
atau tindak kejahatan harus mendapat hukuman sesuai dengan kesalahan 
atau kejahatannya tanpa memandang status sosial orang tersebut. 
Begitupula sebaliknya, apabila seseorang tidak terbukti melakukan suatu 
kesalahan maka sudah sepantasnya orang tersebut dibebaskan. 
Aparat penegak hukum terkadang dalam melaksanakan tugas dan 
kewenangannya bertindak tidak berdasarkan prosedur yang ditentukan 
dalam Undang-Undang, misalnya dalam melakukan tindak upaya paksa 
kepada tersangka seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Namun pihak tersangka yang mengalami hal tersebut, diberikan 
hak oleh KUHAP untuk menuntut ganti kerugian atas tindakan yang tidak 
sah tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970, 
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti 
menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 2004 (Pasal 9 ayat (1)), tentang 
Kehakiman berbunyi ―bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, 
dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, 
berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 
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Sebelum Undang-Undang No.4 Tahun 2004, tentang Kehakiman 
diterapkan, di Indonesia belum ada peraturan mengenai ganti kerugian 
dan rehabilitasi. Dalam hukum acara pidana lamapun tidak diatur 
mengenai hal itu kecuali melalui proses perdata yang didasarkan kepada 
perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melanggar hukum oleh 
penguasa yang tercantum dalam Pasal 1365 BW. Penjabaran ketentuan 
mengenai ganti kerugian tercipta setelah lewat 11 tahun, yaitu lahirnya 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada akhir tahun 1981 yang 
tercantum dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101. Akan tetapi 
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut 
masih kurang sempurna karena masih perlu dijabarkan dalam peraturan 
pelaksanaan (peraturan pemerintah) antara lain ketentuan yang tegas 
mengenai dalam hal-hal apakah ganti kerugian ini dapat diberikan dan 
bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian tersebut. 
Dengan diundangkan KUHAP tersebut diharapkan 
terangka/terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili yang 
karena keliru mengenai penerapan hukum acara pidana dan bebas dari 
segala tuntutan hukum tersebut dapat memperoleh keadilan. Akan tetapi 
dipandang dari segi penegakan hukum, tersangka/terdakwa yang 
mengajukan permintaan ganti kerugian tidaklah banyak karena jumlah 
tuntutan yang sangat sedikit terkadang luput dari perhatian. Selain itu 
ketika memperoleh kemerdekaannya, merasa gembira dan puas sehingga 
dengan ikhlas mereka dapat memaafkan kekhilafan aparat penegak 
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hukum tersebut. Mereka menyadari bahwa setiap orang bisa khilaf dan hal 
yang dialaminya dianggap sebagai cobaan yang bersumber dari Tuhan 
Yang Maha Esa.  
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Pemberian 
Kompensasi sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap 
Tersangka/Terdakwa dalam Perkara Pidana di Kota Makassar”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana telah diuraikan 
di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan yaitu :  
1. Bagaimanakah wujud pelaksanaan pemberian perlindungan 
hukum dalam bentuk kompensasi di Kota Makassar ? 
2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan 
kompensasi di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya yaitu : 
1. Untuk mengetahui wujud pelaksanaan pemberian perlindungan 
hukum dalam bentuk kompensasi di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 




D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penulisannya yaitu : 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk  
penelitian sejenis secara mendalam.  
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
masukan dalam  mengambil kebijakan publik terutama berkaitan 
dengan masalah pemberian kompensasi bagi tersangka/terdakwa 
di Kota Makassar.  
b. Bagi pribadi Penulis, penelitian ini merupakan langkah awal 
dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam 
menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum 














A. Perlindungan Hukum 
Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat 
menimbulkan banyak persepsi. Sebelum kita mengurai 
perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam 
ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai 
pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan 
istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa 
berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar 
tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat 
penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang 
diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. 
Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan 
yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Oleh karena 
hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap 
semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap 
orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. 
Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan 
hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka 
secara tidak langsung pula hukum akan memberikan 
perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala 
aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum 
itu sendiri. (diakses tanggal 10/09/13. 
http:/www.statushukum/perlindungan-hukum.html) 
 
Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu ―Perlindungan‖ 
dan ―Hukum‖. Artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang 
yang berlaku. Perlindungan hukum yakni sesuatu atau hak yang diberikan 
kepada ―tersangka atau terdakwa‖ yang diduga melakukan suatu 
pelanggaran. (diakses tanggal 10/09/13. http:/www.wikipedia./ 
Perlindungan-Hukum/id) 
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 
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kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 
perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 
hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam 
bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis 
maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 
(diakses tanggal 10/09/13. http:/www.statushukum/perlindungan-
hukum.html) 
Menurut Muhadar (2010:119), Perlindungan hukum juga 
merupakan suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat 
penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik 
fisik maupun mental, kepada korban, saksi dan tersangka dari ancaman 
gangguan terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada 
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di 
sidang pengadilan. 
 
B. Tersangka / Terdakwa 
1. Pengertian Tersangka/Terdakwa 
Pada hakikatnya istilah “tersangka” dan “terdakwa” merupakan 
terminologi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
sebagaimana diintrodusir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kalau 
bertitik tolak pada sistem hukum Belanda yang termaktub dalam Wetboek 
van Strafvordering, ternyata istilah ―tersangka‖ atau “Beklaagde” dan 
―terdakwa‖ atau “Verdachte”. Selanjutnya, dalam kepustakaan dibedakan 
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pengertiannya dan dipergunakan dengan satu istilah saja yaitu: 
“Verdachte”. Selanjutnya, dalam kepustakaan ilmu hukum, terminologi 
―tersangka‖ dan ―terdakwa‖ pada KUHAP identik dengan sistem hukum 
Inggris sesuai dengan rumpun Anglo Saxon, yang dikenal istilah “The 
Suspect” untuk tindakan sebelum penuntutan. (Lilik Mulyadi, 2007:49)  
Lebih lanjut lagi, perbedaan istilah ―tersangka‖ dan ―terdakwa‖ ini 
dalam terminologi KUHAP secara definitif dapat ditemukan pada 
ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 
KUHAP yang menentukan, bahwa : 
―Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya 
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana.‖ (Pasal 1 angka 14 
KUHAP). 
―Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, 
diperiksa dan diadili di sidang pengadilan‖. (Pasal 1 angka 
15 KUHAP). (Lilik Mulyadi, 2007 : 50). 
 
Menurut J.C.T. Simorangkir (1983:178) bahwa yang dimaksud 
dengan tersangka adalah ―seseorang yang telah disanga melakukan suatu 
tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk 
dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk 
diperiksa di persidangan. 
Sedangkan menurut Darwan Prints (1989:13) tersangka adalah 
―seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana‖ (dalam hal ini 
tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). 
Sesuai dengan pengertian dan penafsiran tersebut di atas dapat 
diketahui bahwa seorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia adalah 
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seorang tersangka sedangkan seorang tersangka belum tentu menjadi 
terdakwa. 
2. Hak-hak Tersangka/Terdakwa 
Adapun hak-hak tersangka / terdakwa yang diatur dalam 
Perundang-undangan maupun dalam Peraturan Pemerintah. Hak-hak 
tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 
2.1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan ; 
Tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh 
penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada penuntut umum, dan 
oleh penuntut umum segera diajukan ke pengadilan untuk segera diadili 
(Pasal 50 KUHAP). 
2.2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang mudah 
dimengerti ; 
Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak 
untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya 
tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya pada waktu 
pemeriksaan dimulai (Pasal 51 KUHAP). 
2.3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas ; 
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, 
tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas 
kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). 
2.4. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa ; 
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Dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, 
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu (waktu jam kerja 
kantor), mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 177 KUHAP, dan dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli 
diberlakukan ketentuan sebagaimana Pasal 53 dan Pasal 178 KUHAP. 
2.5. Hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum ; 
Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 
mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang 
(Pasal 54 KUHAP). 
2.6. Hak menghubungi penasihat hukum ; 
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-
undang, dan bagi tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing 
yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan 
perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. 
2.7. Hak menerima kunjungan dokter pribadi ; 
Tersangka atau terdakwa yang dikenakan dokter pribadinya untuk 
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses 
perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP), serta berhak diberitahukan 
tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada 
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan kepada keluarganya 
atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun 
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orang lain yang bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya 
(Pasal 59 KUHAP). 
2.8. Hak menerima kunjungan keluarga ; 
Tersangka atau terdakwa berhak : 
a. Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang 
mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna 
mendapatkan jaminan bagi penangguhan ataupun untuk 
mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP). 
b. Secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya 
menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya 
dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara 
tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau 
untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP). 
2.9. Hak menerima dan mengirim surat ; 
Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada dan 
menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap 
kali diperlukan olehnya (Pasal 62 KUHAP). 
2.10. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara 
terbuka untuk umum (Pasal 63 dan 64 KUHAP). 
2.11. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan ; 
Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan 
mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus 
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guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 
KUHAP). 
2.12. Hak meminta banding ; 
Terdakwa dan atau Penuntut Umum dapat meminta banding 
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) kecuali 
terhadap putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan 
hukum (Ontslag Van Alle Recht Vervolging) yang menyangkut masalah 
kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara 
cepat (Pasal 67 KUHAP). 
2.13. Hak menuntut ganti kerugian ; 
Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan 
rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95-97 KUHAP. 
 
C. Sistem Peradilan Pidana 
Sistem Peradilan Pidana, disebut juga sebagai ―Criminal Justice 
Preocess” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan 
pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. (Romli Atmasasimita, 
1996:33).  
Sistem Peradilan Pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh 
pakar hukum pidana dan para ahli dalam ―criminal justice system” di 
Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja 
aparatur penegakan hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan 
14 
 
ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 
1960-an. Pada masa itu, pendekatan yang dipergunakan dalam 
penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (law and order approach) 
dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut di kenal 
dengan istilah “law enforcement”. Istilah tersebut menunjukkan bahwa 
aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan 
kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan 
kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan efesiensi 
kerja organsasi kepolisian. (Yesmil Anwar, 2009:33) 
Muladi (1994:30) mengemukakan bahwa, ―sistem peradilan 
merupakan suatu jaringan peradilan yang merupakan hukum pidana 
materil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. 
Namun kelembagaan ini harus dilihat konteks sosial. Sikap yang terlalu 
formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa 
bencana berupa keadilan‖.  
 
D. Kompensasi ( Ganti Kerugian ) 
1. Pengertian Ganti Kerugian 
Pertama kali ganti kerugian dan rehabilitasi yang disebabkan oleh 
penangkapan, penahanan dan/atau penuntutan yang tidak sah tercantum 
di dalam Pasal 9 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-
Undang No.14 Tahun 1970). Permasalahan ganti kerugian terdapat dalam 
kerangka hukum perdata dan hukum pidana. Namun diantara keduanya 
15 
 
memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup permasalahan 
ganti kerugian lebih sempit bila dibandingkan dengan permasalahan ganti 
kerugian dalam kerangka hukum perdata. (Rusli Muhammad, 2007:104) 
Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara 
karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 
menjadi tanggung jawabnya.(Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan 
Bantuan Kepada Saksi dan Korban) 
Pengertian mengenai ganti kerugian ( kompensasi ) sangatlah 
sedikit. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak dijelaskan 
secara terperinci mengenai ganti kerugian ( kompensasi). Penjabaran 
mengenai ganti kerugian ini dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan 
Umum Pasal 1 butir ke 22 KUHAP yang sebagai berikut : 
Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan 
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena 
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan 
Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum 
yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. 
(Rusli Muhammad, 2007:105) 
 
Dalam Hukum Acara Pidana pengertian ganti kerugian  
(kompensasi) terbatas terutama karena berkenaan dengan Pasal 95 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena jumlah yang 
dapat dimintakan telah dibatasi, sedang pada penggabungan perkara 
gugatan anti kerugian, pembatasan demikian tetap diperlukan tetapi tidak 
dimaksudkan untuk meniadakan hak menuntut ganti kerugian karena 
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kesalahan pihak tertentu. Semua ganti kerugian dapat diajukan melalui 
acara perdata, tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, hal tersebut 
dibatasi.(Laden Marpaung, 1997:3) 
Ganti kerugian dalam hukum perdata merupakan istilah yang timbul 
sebagai akibat wanprestasi dalam perikatan baik karena perjanjian 
maupun karena undang-undang. Prof. Subekti S.H,. memberikan definisi 
mengenai rugi dalam hukum perdata yaitu ―kerugiaan karena kerusakan 
barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian 
debitur.‖ (Laden Marpaung, 1997 : 4). 
Ganti kerugian ini juga diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa : 
―Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut‖. 
 
2. Macam-macam Ganti Kerugian 
Macam – macam ganti kerugian menurut Rusli Muhammad (2007:107-
109) : 
2.1. Ganti kerugian karena penangkapan dan atau penahanan yang 
tidak sah atau tidak sesuai undang – undang yang berlaku 
Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan dan 
penahanan tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh 
undang – undang. Syarat – syarat penangkapan dan penahanan mestinya 
harus ditaati oleh penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan 
atau penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh dalam hal 
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penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan yang seharusnya 
ditunjukkan kepada tersangka, atau tembusan surat perintah 
penangkapan yang seharusnya ditunjukkan kepada tersangka. Demikian 
pula dalam penahanan tidak diperlihatkan surat perintah penahanan atau 
tidak adanya alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan. 
2.2. Ganti kerugian karena tindakan lain tanpa alasan undang-undang  
Bentuk ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 95 KUHAP itu, 
yaitu : 
―Kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan-
tindakan upaya paksa, seperti pemasukan rumah, 
penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang 
dilakukan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian 
materil‖. 
 
Hal-hal ini dimaksudkan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut karena 
dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas 
privacy tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan 
hukum. 
2.3. Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan undang-
undang 
Bentuk ganti kerugian ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan 
mengenai orangnya atau karena penerapan hukum yang tidak tepat. 
2.4. Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan 
Ganti kerugian jenis ini dapat dituntut melalui praperadilan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. Ganti kerugian ini 
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terjadi karena seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak 
pidana, perkaranya dihentikan oleh penyidik atau dihentikan oleh penuntut 
umum. Penghentian penyidikan atau penuntut terhadap perkara pidana 
yang sudah dilakukan penyidikan atau penuntutan berakibat timbulnya hak 
bagi tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui 
praperadilan. 
Pemberian hak kepada seseorang untuk mengajukan tuntutan 
ganti kerugian bagi mereka yang dihentikan perkaranya adalah sebagai 
suatu imbalan atas derita moril dan materiil ketika mereka masih dalam 
masa pemeriksaan. Namun, dalam kenyataannya hak ini jarang sekali 
digunakan, mungkin karena tidak dilanjutkannya perkara kepengadilan 
sudah membuat mereka bersyukur sehingga tidak perlu lagi diikuti dengan 
macam-macam permintaan. 
2.5. Ganti kerugian bagi korban akibat perbuatan tindak pidana yang 
bukan penguasa 
Menurut sistematika KUHAP, kerugian dalam bentuk ini tidak 
dimasukkan ke dalam Bab XII, tetapi dimasukkan ke dalam Bab XII 
tentang penggabungan gugatan ganti kerugian, yaitu dalam Pasal 98-
Pasal 101 KUHAP. 
Bentuk kerugian yang dimaksud di sini adalah sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1), yakni : 
―Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam 
suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri 
menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ketua sidang 
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atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk 
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada 
perkara pidana itu‖. 
 
 
E. Tindakan Upaya Paksa 
1. Tentang Penangkapan 
1.1. Pengertian Penangkapan 
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa 
pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa 
apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau 
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam KUHAP (Vide Pasal 1 butir 20). (Said Karim, Kuliah Hukum Acara 
Pidana) 
1.2. Pihak-pihak yang berhak memerintahkan penangkapan 
- Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atau perintah 
penyidik berwenang melakukan penangkapan. ( Vide Pasal 
16 ayat 1 KUHAP ) 
- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik 
pembantu berwenang melakukan penangkapan. ( Vide Pasal 
16 ayat 2 KUHAP ). ( Said Karim, Kuliah Hukum Acara 
Pidana) 
1.3. Syarat – syarat Sahnya Penangkapan 
- Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang 
dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu. 
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- Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada 
tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan 
menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat 
perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia 
diperiksa. 
- Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh 
pejabat kepolisian Negara. 
- Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan 
itu kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan 
dilakukan (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3)). 
- Dalam hal tertangkap tangan maka penangkapan dilakukan 
tanpa surat perintah penangkapan, maka petugas 
menangkap segera menyerahkan tersangka kepada penyidik 
atau penyidik pembantu bersama barang bukti kepada 
penyidik yang terdekat ( Pasal 18 ayat (1) KUHAP ). 
- Dan setelah penangkapan itu, petugas yang melakukan 
penangkapan wajib memberikan tembusan surat perintah 
penangkapan kepada keluarganya ( Pasal 18 ayat (3) 
KUHAP ). (Rusli Muhammad, 2007 : 27) 
1.4. Risiko hukum terhadap penangkapan yang tidak sah 
Terhadap tindakan penangkapan yang diduga tidak sah, 
tersangka atau penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan 
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Praperaadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) butir a 
KUHAP. (Said Karim, Kuliah Hukum Acara Pidana) 
2. Tentang Penahanan 
2.1. Pengertian Penahanan 
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa 
ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum, atau hakim dengan 
penetapannya dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang 
(Vide Pasal 21 KUHAP ).(Said Karim, Kuliah Hukum Acara Pidana) 
2.2. Dasar Penahanan 
Terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras 
melakukan tindak pidana dapat dilakukan tindakan penahanan dengan 
dasar tersangka atau terdakwa dikhawatirkan : 
- Akan melarikan diri, 
- Merusak atau menghilangkan barang bukti, 
- Dan atau mengulangi tindak pidana. 
Maka perintah penahanan atau penahanan lanjutan dapat 
dilakukan, hanya terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan 
tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan tindak pidana 
dalam hal : 
- Tindak pidana yang dengan ancaman hukuman penjara 
selama 5 ( lima ) tahun atau lebih ; 
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- Tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 
21 ayat (4) butir b KUHAP. ( Said Karim, Kuliah Hukum 
Acara Pidana) 
2.3. Pejabat yang berwenang dan Lamanya Penahanan 
Menurut Rusli Muhammad, 2007: 30-32) pejabat yang diberi 
wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penahanan adalah : 
- Penyidik mempunyai wewenang melakukan penahanan 
terhadap tersangka dengan lama masa penahanan dua 
puluh hari. Jika masa penahanan ini telah habis sementara 
pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh 
penuntut umum selama empat puluh hari sehingga 
kewenangan penyidik melakukan penahanan adalah selama 
enam puluh hari. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan 
tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu 
penahanan tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah 
terpenuhi. Demikian pula penyidik harus sudah 
mengeluarkan tersangka meskipun pemeriksaan terhadap 
diri tersangka belum selesai (Pasal 24 KUHAP ). 
- Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan terhadap 
tersangka dengan masa penahanan dua puluh hari. 
Kewenangan ini masih dapat dimintakan perpanjangan 
kepada ketua pengadilan negeri jika diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Ketua 
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pengadilan dapat memberikan perpanjangan selama tiga 
puluh hari. Dengan perpanjangan tersebut berarti 
keseluruhan lamanya masa penahanan yang merupakan 
kewenangan penuntut umum untuk menahan tersangka 
adalah berjumlah lima puluh hari. Seperti halnya dengan 
penyidik, penuntut umum harus segera mengeluarkan 
tersangka dari tahanan jika masa tahanan telah habis 
sekalipun pemeriksaan belum selesai ( Pasal 25 KUHAP ). 
- Hakim Pengadilan Negeri berwenang memberikan 
penahanan dengan masa penahanan tiga puluh hari. Jangka 
waktu tiga puluh hari ini, apabila diperlukan guna 
kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat 
diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang 
bersangkutan paling lama enam puluh hari. Dengan 
demikian, hakim pengadilan negeri berhak menahan 
terdakwa atau tersangka selama sembilan puluh hari. Tidak 
menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan 
sebelum berakhirnya masa penahanan tersebut jika 
kepentingan pemeriksaan sudah terpennuhi. Demikian pula 
jika masa penahanan telah habis, hakim harus segera 
mengeluarkan terdakwa dari tahanan sekalipun pemeriksaan 
belum selesai ( Pasal 26 KUHAP ). 
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- Hakim Pengadilan Tinggi, sebagai pejabat yang diberi 
wewenang untuk melakukan penahanan guna kepentingan 
pemeriksaan banding, hakim pengadilan tinggi berwenang 
menahan seseorang selama tiga puluh hari. Apabila 
diperlukan guna pemeriksaan yang belum selesai, dapat 
diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang 
bersangkutan paling lama enam puluh hari. Dengan 
demikian, keseluruhan lama masa penahanan yang dapat 
diberikan oleh hakim pengadilan tinggi berjumlah sembilan 
puluh hari. Sekalipun berwenang menahan selama sembilan 
puluh hari, tidak menutup kemungkinan terdakwa dapat 
dikeluarkan dari tahanan sebelum masa penahanan itu 
selesai jika ternyata pemeriksaan dianggap cukup. Demikian 
pula jika masa penahanan sembilan puluh hari itu telah 
habis, hakim pengadilan tinggi harus segera mengeluarkan 
terdakwa dari tahanan sekalipun pemeriksaan belum selesai 
dilakukan (Pasal 27 KUHAP). 
- Hakim Mahkamah Agung diberi wewenang menahan 
seorang terdakwa paling lama lima puluh hari. Jika 
kepentingan pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang 
oleh ketua mahkamah agung selama enam puluh hari. 
Dengan demikian, keseluruhan penahanan yang diberikan 
kepada hakim Mahkamah Agung adalah 110 hari. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat diperinci penahanan dalam 











1 Penyidik 20 hari P. Umum 40 hari 60 hari 
2 P. Umum 20 hari Ket. PN 30 hari 50 hari 
3 Hakim PN 30 hari Ket. PT 60 hari 90 hari 
4 Hakim PT 30 hari Ket. PT 60 hari 90 hari 
5 Hakim MA 50 hari Ket. MA 60 hari 90 hari 
Jumlah total    400 hari        
 
2.4. Jenis – jenis Penahanan 
- Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan di 
rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau 
terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya 
untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat 
menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau 
pemeriksaan sidang (Pasal 22 ayat (2) KUHAP ). 
- Penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan di 
kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau 
terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa 




- Penahanan rumah tahanan Negara adalah sebelum ada 
rumah tahanan Negara, maka penahanan dapat dilakukan di 
kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di 
rumah sakit dan dalam keadaan memaksa dapat di tempat 
lain (Pasal 22 ayat (1) KUHAP ). (Said Karim, Kuliah Hukum 
Acara Pidana) 
2.5. Risiko hukum terhadap penahanan yang tidak sah 
Terhadap tindakan penahanan yang diduga tidak sah, 
tersangka atau penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan 
praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) butir a 
KUHAP. (Said Karim, Kuliah Hukum Acara Pidana) 
3. Tentang Penggeledahan 
3.1. Pengertian Penggeledahan 
Menurut Andi Sofyan (2013 : 159-160), beberapa pengertian 
penggeledahan sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP, sebagai berikut : 
- Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP, bahwa yang dimaksud 
dengan penggeledahan rumah adalah ―tindakan penyidik 
untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup 
lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau 
penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini‖. 
- Menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP, bahwa yang dimaksud 
dengan penggeledahan badan adalah ―tindakan penyidik 
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untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian 
tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada 
badannya atau dibawanya serta, untuk disita‖. 
3.2. Bentuk dan Syarat-syarat Penggeledahan 
KUHAP membagi penggeledahan menjadi dua macam, yakni 
penggeledahan rumah dan penggeledahan pakaian atau badan. Kedua 
penggeledahan ini harus dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas 
perintah penyidik. Adapun dalam melaksanakan penggeledahan harus 
diperhatikan prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 
undang-undang. (Rusli Muhammad, 2007:43) 
Syarat-syarat atau prinsip-prinsip dasar yang harus 
diperhatikan dalam melakukan penggeledahan rumah adalah sebagai 
berikut : 
- Penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan 
negeri setempat (Pasal 33 ayat (1)). 
- Setiap memasuki suatu rumah seorang penyidik harus 
menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 125). 
- Jika penggeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis 
penyidik, penyelidik yang menjalankan perintah itu harus 
menunjukkan surat tugas. 
- Penyidik harus ditemani oleh dua orang saksi dalam hal 
tersangka atau penghuni rumah itu menyetujuinya. Jika yang 
terakhir ini menolak atau tidak hadir, penyidik harus 
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disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan serta dua 
orang saksi (Pasal 33 ayat (3)). 
- Pelaksanaan dan hasil dari penggeledahan rumah itu, 
penyidik harus membuat satu berita acara dalam dua hari 
dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni 
rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (5)). (Rusli 
Muhammad, 2007:43) 
Mengenai penggeledahan badan, oleh pembentuk undang-
undang telah dijelaskan bahwa penggeledahan badan itu meliputi pula 
pemeriksaan rongga badan. Penggeledahan badan pada seorang wanita 
dilakukan oleh pejabat wanita. Dalam hal ini, penyidik berpendapat perlu 
dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik meminta bantuan kepada 
pejabat kesehatan. (Rusli Muhammad, 2007:44) 
3.3. Pejabat yang berwenang melakukan Penggeledahan 
Berdasarkan laporan, pengaduan atau tertangkap tangan 
tentang adanya peristiwa pidana sebagai tindak pidana, maka untuk 
mendapatkan bukti-bukti (barang bukti) yang berhubungan dengan suatu 
tindak pidana tersebut menurut Pasal 32 KUHAP, bahwa untuk 
kepentingan penyidikan, maka ―penyidik dapat melakukan penggeledahan 
rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut 





4. Tentang Penyitaan 
4.1. Pengertian Penyitaan 
Penyitaan berasal dari kata ―sita‖ yang dalam perkara pidana 
berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak 
milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. (Andi 
Sofyan, 2013:165) 
Menurut Darwan Prints ( 1989:54) bahwa penyitaan adalah 
―Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk 
menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik 
tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada 
hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk 
pembuktian‖. 
Menurut J.C.T. Simorangkir (1983:137-138), bahwa penyitaan 
adalah ―Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat – pejabat yang 
berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang 
merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada 
hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. 
Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya 
dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan 
dikembalikan kepada pemiliknya‖. 
Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud 
dengan penyitaan adalah ―serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 
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bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk 
kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan‖. 
4.2. Bentuk – bentuk penyitaan 
Bentuk – bentuk penyitaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 
- Penyitaan biasa adalah penyitaan yang menggunakan atau 
melalui prosedur biasa yang menggunakan aturan umum 
penyitaan. 
- Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah 
penyitaan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan 
sebagaimana Pasal 38 ayat (1), yaitu penyitaan tanpa 
menggunakan surat izin dari ketua pengadilan negeri, 
dilakukan hanya pada benda bergerak sehingga wajib 
segera dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat 
guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2)). 
- Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan adalah 
pengecualian dari penyitaan biasa, yaitu suatu penyitaan 
yang dilakukan tanpa menggunakan surat izin dari ketua 
pengadilan negeri yang dilakukan ketka seorang dalam 
keadaan tertangkap tangan terhadap benda dan alat 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 
KUHAP.  (Rusli Muhammad, 2007:45-47) 
4.3. Pejabat yang berwenang, Prosedur atau tata cara Penyitaan 
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Dalam hal penyitaan, maka pejabat yang berwenang, 
prosedur dan tata caranya sebagai berikut : 
- Menurut Pasal 38 KUHAP, bahwa dalam hal penyitaan, 
adalah : 
1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan 
surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 
2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak 
bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak 
mungkin untuk mendapatkan urat izin terlebih dahulu, 
tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat 
melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan 
untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat guna memperoleh 
persetujuannya. 
- Menurut Pasal 128 KUHAP, bahwa penyidik pada saat akan 
melakukan penyitaan, maka penyidik ―terlebih dahulu ia 
menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana 
benda itu disita‖. 
- Menurut 129 KUHAP, bahwa pada saat penyitaan dilakukan, 
maka : 
1. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada 
orang lain dari mana benda itu akan disita atau kepada 
keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda 
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yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa 
atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. 
2. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang 
dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda 
itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan 
ditandatangani pleh penyidik maupun orang atau 
keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan 
dengan dua orang saksi. 
3. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau 
keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangan-nya 
hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut 
alasannya. 
4. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik 
kepada alasannya, orang dari mana benda itu disita atau 
keluarganya dan kepala desa. 
Menurut Pasal 130 KUHAP, bahwa terhadap barang 
sitaan : 
1. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat 
dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri 
maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal 
penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita 
dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap 
jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. 
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2. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, 
penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang 
ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda 
tersebut. (Andi Sofyan, 2013:166-167) 
 
F.   Praperadilan 
1. Pengertian Praperadilan 
Istilah praperadilan dikenalkan melalui Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981. Praperadilan membawa perubahan dan memunculkan 
harapan baru akan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 
Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, 
sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi 
pengadilan negeri. (Rusli Muhammad, 2007:91) 
Adapun pengertian mengenai praperadilan dirumuskan dalam 
Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi : 
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan 
atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain 
atas kuasa tersangka. 
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan 
keadilan. 
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka 
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang 





Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan 
hukum di Indonesia, yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni 
tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat 
pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. (Andi Sofyan, 2013:199) 
Jadi pada prinsipnya tujuan utama kelembagaan praperadilan 
dalam KUHAP, adalah untuk melakukan ―pengawasan secara horizontal‖ 
atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau 
penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidik 
atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. (Andi 
Sofyan, 2013:199) 
2. Yang berwenang memeriksa Praperadilan 
Menurut Pasal 77 KUHAP, bahwa pengadilan yang berwenang 
memeriksa praperadilan, adalah ―Pengadilan negeri berwenang untuk 
memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang ini tentang : 
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan atau penghentian penuntutan. 
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang 
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau 
penuntutan. 
Lanjut menurut Pasal 78 KUHAP, bahwa : 
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1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. 
2. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh 
ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. 
(Andi Sofyan, 2013:199-200) 
3. Wewenang Praperadilan 
Wewenang praperadilan yang telah diberikan oleh undang-
undang sebagai berikut : 
1. Memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya upaya paksa 
Wewenang ini untuk memeriksa dan memutus sah atau 
tidaknya ―penangkapan dan penahanan‖, jadi seorang 
tersangka yang dikenakan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada 
praperadilan untuk memeriksa atau tidaknya tindakan yang 
dilakukan penyidik kepadanya. 
Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada 
praperadilan, bahwa tindakan penangkapan atau penahanan 
yang dikenakan oleh pejabat penyidik bertentangan dengan 
Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 22 KUHAP. 
2. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan. 
Adapun wewenang praperadilan untuk memeriksa dan 
memutus sah atau tidaknya penghentian peyidikan atau 
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penghentian penuntutan, dan hasil pemeriksaannya akan 
menentukan diteruskan atau tidaknya perkara ke sidang 
pengadilan. 
Jadi dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan yaitu 
berdasarkan beberapa alasan, yaitu : 
1. Ne bis in idem yaitu apa yang dipersangkakan kepada 
tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah 
dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 
2. Kadaluarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam 
KUHP. 
 
3. Memeriksa tuntutan ganti rugi 
4. Memeriksa permintaan rehabilitasi 
5. Memeriksa tindakan penyitaan yaitu hanya berkenaan 
dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga 
dan barang ini tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti, 
maka yang berhak mengajukan ketidak absahan penyitaan 







4. Alasan atau Dasar Permohonan Praperadilan 
Tersangka berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan 
melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak sah penangkapan atau 
penahanan terhadap dirinya (Pasal 77 huruf a KUHAP). 
Apabila pengajuan praperadilan atas sah atau tidak sah 
penangkapan, dilakukan sebagai berikut : 
1. Penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti 
permulaan yang cukup, sebagaimana menurut ketentuan 
Pasal 17 KUHAP. 
2. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan 
memberikan surat perintah penangkapan sebagaimana 
ditentukan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, kecuali sebagaimana 
menurut ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP. 
3. Penangkapan tidak dilakukan oleh petugas Kepolisian 
Negara Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang, 
sebagaimana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) 
KUHAP. 
4. Tembusan surat perintah penangkapan dari pejabat yang 
berwenang tidak diberikan kepada keluarga tersangka, 
sebagaimana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP. 
5. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1 x 24 jam 
sejak penangkapan dilakukan, sebagaimana ketentuan 
Pasal 19 ayat (1) KUHAP. 
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6. Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan 
perbuatan pelanggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 18 
ayat (2) KUHAP. (Andi Sofyan, 2013:203-204) 
5. Proses dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan 
Menurut Andi Sofyan (2013:205-209) pengajuan permintaan 
pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Permohonan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
Setiap permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa 
oleh praperadilan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri 
yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, 
penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan, 
atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat 
dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan 
penyidikan atau penuntutan berkedudukan. 
2. Permohonan Diregister/dinomor oleh Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri 
Setelah Panitera menerima permohonan dan dibayar lunas 
biaya perkara, maka diregister yang nomornya berbeda 
dengan nomor perkara lainnya. 
3. Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim (tunggal) 
dan Panitera 
Setelah permohonan diregister, maka sesegera mungkin 
Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim (tunggal) dan 
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panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP), dengan pula dalam 
pemeriksaan permohonan tersebut menurut Pasal 82 ayat 
(1) huruf a, bahwa, ―dalam waktu tiga hari setelah 
diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan 
hari sidang‖. 
4. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak  
Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan 
panitera, maka segera bersidang, sebab menurut Pasal 82 
ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa pemeriksaan tersebut 
dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari 
hakim harus sudah menjatuhkan‖, jadi pemeriksaan 
praperadilan dilakukan dengan‖ acara cepat‖ dan selambat-
lambatnya 7 hari kemudian hakim harus menjatuhkan 
putusan. 
5. Pemeriksaan Dilakukan dengan Hakim Tunggal 
Dlam pemeriksaan permohonan tersebut, maka dipimpin 
oleh hakim tunggal, sebagaimana ditegaskan Pasal 78 ayat 
(2) KUHAP, bahwa Pra Peradilan dipimpin oleh hakim 
tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan 
dibantu oleh seorang Panitera‖. 
Dalam pemeriksaannya, maka menurut ketentuan Pasal 82 
ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu ―dalam memeriksa dan 
memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau 
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penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 
penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi 
akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat 
sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada 
benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, 
hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau 
pemohon maupun dan pejabat yang berwenang. 
Pada saat pemeriksaan telah dimulai, maka menurut Pasal 
Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa ―dalam hal suatu 
perkara sudah mulai. Diperikasa oleh pengadilan negeri, 
sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada 
praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut 
gugur‖. 
6. Putusan Praperadilan  
a. Surat Putusan disatukan dengan Berita Acara (berdasar 
atas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. Dan bentuk 
putusan berupa ―penetapan‖ (berdasar atas Pasal 83 
ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP) 
b. Isi Putusan 
Masalah Penggarisan isi putusan atau penetapan 
praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 
ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, di samping penetapan 
praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, 
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juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan 
dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan 
pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi 
amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan 
permintaa, keluar dari jalur yang ditentukan undang – 
undang. 
Dengan demikian amar penetapan praperadilan yang 
berisi:  
 Sah atau tidaknya penangkapan atau penahan 
Apabila alasan permohonan berupa permintaan 
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya 
penangkapan atau penahanan sebagaimana 
dimaksud Pasal 79 KUHAP, maka amar 
penetapannya pun harus memuat pernyataan 
tentang sah atau tidaknya penangkapan atau 
penahanan. 
Maka menurut Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, 
bahwa ―dalam hal putusan menetapkan bahwa 
suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, 
maka dalam putusan dicantumkan jumlah 




 Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 
penuntutan 
Apabila alasan permohonan berupa permintaan 
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan atau penuntutan, maka 
amar penetapannya pun harus memuat 
pernyataan tentang sah atau tidaknya 
penghentian penyidikan atau penuntutan. 
Maka menurut Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, 
bahwa‖...sedangkan dalam hal suatu penghentian 
penyidikan atau penuntutan adalah sah dan 
tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan 
dicantumkan rehabilitasinya‖. 
Demikian pula menurut Pasal 82 ayat (3) huruf b 
KUHAP, bahwa ―dalam hal putusan menetapkan 
bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau 
penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan 
terhadap tersangka wajib dilanjutkan‖. 
 Diterima atau ditolaknya Permintaan Ganti 
Kerugian aau Rehabilitasi 
Apabila alasan permohonan berupa permintaan 
pemeriksaan tentang tuntutan ganti kerugian atau 
rehabilitasi, maka amar penetapannya pun harus 
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memuat dikabulkan atau ditolak permintaan ganti 
kerugian atau rehabilitasi. 
Masalah permintaan tuntutan ganti rugi menurut 
Pasal 82 ayat (4) KUHAP, bahwa ―Ganti kerugian 
dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 dan pasal 95‖ 
 Perintah Pembebasan dari Tahanan 
Apabila alasan permohonan berupa permintaan 
pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahan 
yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut 
umum, maka apabila praperadilan berpendapat 
―penahanan yang dilakukan penyidik atau 
penuntut umum tidak sah‖, maka amar 
penetapannya pun harus memuat yang 
memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari 
tahanan. (Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) 
 Benda yang Disita 
Apabila alasan permohonan berupa permintaan 
pemeriksaan tentang benda yang disita dilakukan 
oleh penyidik atau penuntut umum, maka apabila 
praperadilan berpendapat ―penyitaan yang 
dilakukan penyidik atau penuntut umum tidak 
sah‖, maka menurut Pasal 82 ayat (3) huruf d 
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KUHAP,  bahwa ―dalam hal putusan menetapkan 
bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk 
alat pembuktian, maka dalam putusan 
dicantumkan bahwa benda termasuk harus 
segera dikembalikan kepada tersangka atau dari 






















A. Lokasi Penelitian  
Dalam penelitian skripsi, penulis melakukan penelitian di Kota 
Makassar Sulawesi Selatan tepatnya di kantor Pengadilan Negeri 
Makassar dan Rutan Kelas 1 Makassar dengan pertimbangan Makassar 
adalah kota kelahiran dan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan 
penulis meneliti dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul 
yang penulis ambil. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam proses penyusunan 
skripsi ini adalah data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :  
1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak yang 
berkompeten dilapangan berupa wawancara dengan pihak/pejabat 
setempat di lokasi penelitian. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari  bahan-bahan 
pustaka seperti buku-buku, undang-undang dan data-data lain yang 
berhubungan dengan masalah yang penulis kaji. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data guna membahas masalah ganti 
kerugian ( kompensasi ) bagi pelaku atau tersangka atau terdakwa yang 
tidak terbukti bersalah, maka penulis menggunakan : 
1. Metode Penelitian Pustaka  
46 
 
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan buku-
buku serta bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan topik 
penelitian untuk mendapatkan data sekunder. 
2. Metode Penelitian Lapangan 
Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 
dengan cara wawancara ataupun dengan menganalisa sebuah 
kasus mengenai masalah yang terkait dengan judul penelitian yang 
penulis kaji. 
D. Analisis Data 
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer, maupun 
data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Wujud pelaksanaan pemberian perlindungan hukum dalam 
bentuk kompensasi di Kota Makassar  
Aparat penegak hukum terkadang dalam melaksanakan tugas 
dan kewenangannya bertindak tidak berdasarkan prosedur yang 
ditentukan dalam Undang-Undang, misalnya dalam melakukan tindak 
upaya paksa kepada tersangka seperti penangkapan, penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pihak tersangka yang mengalami 
hal tersebut, diberikan hak oleh KUHAP untuk menuntut ganti kerugian 
atas tindakan yang tidak sah tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang No.14 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang diganti menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 
2004 (Pasal 9 ayat (1)), tentang Kehakiman berbunyi ―bahwa setiap orang 
yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan 
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum 
yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian (kompensasi) dan 
rehabilitasi. 
Sebelum Undang-Undang No.4 Tahun 2004, tentang Kehakiman 
diterapkan, di Indonesia belum ada peraturan mengenai ganti kerugian 
dan rehabilitasi. Dalam hukum acara pidana lamapun tidak diatur 
mengenai hal itu kecuali melalui proses perdata yang didasarkan kepada 
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perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melanggar hukum oleh 
penguasa yang tercantum dalam Pasal 1365 BW. Penjabaran ketentuan 
mengenai ganti kerugian tercipta setelah lewat 11 tahun, yaitu lahirnya 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada akhir tahun 1981 yang 
tercantum dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101. Akan tetapi 
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut 
masih kurang sempurna karena masih perlu dijabarkan dalam peraturan 
pelaksanaan (peraturan pemerintah) antara lain ketentuan yang tegas 
mengenai dalam hal-hal apakah ganti kerugian ini dapat diberikan dan 
bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian tersebut. 
Tabel 1 
Tuntutan Praperadilan di Kota Makassar dari Tahun 2010 sampai 









1 2010 3 2 1 
2 2011 2 - 2 
3 2012 8 - 8 
4 2013 – 
Agustus 
2013 
3 1 2 
 Jumlah 16 3 13 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar 
Berdasarkan tabel tersebut, jumlah permohonan praperadilan 
selama hampir 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 – 2013 bulan 
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agustus terdapat 16 permohonan praperadilan. Permohonan praperadilan 
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan, dengan 
rincian sebagai berikut  : pada tahun 2010 terhadap 3 permohonan 
praperadilan dimana ada 2 yang diterima dan 1 yang ditolak, lalu pada 
tahun 2011 terjadi penurunan, hanya terdapat 2 permohonan praperadilan 
yang semua permohonan tersebut ditolak, lalu pada tahun 2012 terjadi 
peningkatan permohonan praperadilan terdapat 8 permohonan 
praperadilan namun semua permohonan tersebut juga ditolak, sedangkan 
pada tahun 2013 dari bulan januari sampai agustus terjadi penurunan 
kembali terdapat 3 permohonan praperadilan di mana 1 pemohonan 
diterima sebagian dan 2 ditolak. 
Tabel 2 
Jumlah permohonan kompensasi (ganti rugi) dari Tahun 2010-2013 









1 2010 1 1 - 
2 2011 - - - 
3 2012 - - - 
4 2013 – 
Agustus 
1013 
1 - 1 
 Jumlah 2 1 1 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2010 terdapat 1 
permohonan kompensasi dan putusan hakim memutuskan dikabulkan 
sebagian. Pada tahun 2011 sampai dengan 2012 bulan agustus tidak ada 
satupun permohonan ganti kerugian yang masuk di Pengadilan Negeri 
Makassar. Namun pada tahun 2013 sampai bulan Agustus ada 1 
permohonan ganti rugi namun ditolak oleh hakim. 
Menurut Bapak Hakim Ibrahim Palino mengemukakan bahwa 
hal yang membuat permohonan praperadilan dari tahun ke tahun menurun 
mungkin karena aparat penegak hukum sudah kurang melakukan 
penangkapan dan penahanan yang menyimpang dari Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana atau mungkin dalam hal kasus kompensasi 
/ ganti rugi yang akan diterima sangat minim tidak sebanding dengan 
biaya yang di keluarkan dan lain-lain. 
Wujud pelaksanaan pemberian kompensasi di Kota Makassar dapat dilihat 
di bawah ini : 
Tabel 3 
Tersangka/Terdakwa yang sedang menjalani masa penahanan 
 
No. 
Wujud Pelaksanaan Pemberian Kompensasi 
Di Kota Makassar 
Jawaban 
Ya Tidak 
1 Apakah pada waktu anda akan ditahan 
diperlihatkan surat perintah penangkapan yang 
mencantukan nama anda yang diduga 
melakukan tindak pidana?  
20 20 
2 Apakah pada waktu anda akan ditahan 20 20 
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diperlihatkan surat tugas yang mencantukan 
nama aparat kepolisian yang akan menahan 
anda? 
3 Apakah pada waktu anda akan ditahan, aparat 
penegak hukum yang ditugaskan menahan 
anda  menyampaikan pula foto copy surat 
perintah penangkapan kepada keluarga anda?  
14 16 
4 Apakah anda tahu bahwa apabila ditahan tidak 
sesuai dengan prosedur yang dimaksud pada 
nomor 6,7, dan 8, dapat menuntut ganti 
kerugian melalui pengadilan dengan 
mengajukan permohonan praperadilan? 
16 14 
5 Apakah polisi yang melakukan penggeledahan 
dan penyitaan barang di rumah anda  berkaitan 
dengan tindak pidana?  
17 19 
6 Apakah barang yang disita berkaitan dengan 
kejahatan yang anda lakukan? 
19 17 
7 Apakah diperlihatkan surat izin penggeledahan 
dan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Makassar ?  
9 27 
8 Apakah  pada waktu dilakukan 
penggeledahan/penyitaan disaksikan oleh 2 
orang saksi atau disaksikan oleh kepala 
lingkungan/kepala desa?  
8 28 
9 Apakah ada barang anda yang disita yang tidak 
ada hubungannya dengan kejahatan yang telah 
anda dilakukan? 
16 20 
10 Apakah anda tahu bahwa apabila barang yang 
disita  tidak memenuhi persyaratan yang 




memohonkan kepada pengadilan tentang tidak 
sahnya penggeledahan dan penyitaan barang 
sekaligus meminta ganti kerugian atas 
penggeledahan dan penyitaan tidak sah 
tersebut? 
11 Apakah anda didampingi oleh penasihat 
hukum/pengacara? 
9 31 
Sumber :Kuesioner untuk tersangka/terdakwa di Rutan Kelas 1 MKS 
Tabel 4 
Orang yang mengalami upaya paksa (penahanan, penangkapan, 




Wujud Pelaksanaan Tindakan Upaya Paksa 
Jawaban 
Ya Tidak 
1 Apakah anda pernah mengalami penahanan 
oleh kepolisian ? 
29 11 
2 Apakah anda pernah mengalami penahanan 
oleh jaksa/penuntut umum ? 
18 22 
3 Apakah anda pernah mengalami penahanan 
oleh hakim ? 
8 32 
4 Apakah pada waktu anda akan ditahan 
diperlihatkan  surat perintah penangkapan yang 
mencantukan nama anda yang diduga 
melakukan tindak pidana?  
18 22 
5 Apakah pada waktu anda akan ditahan 
diperlihatkan surat tugas yang mencantukan 
nama aparat kepolisian yang akan menahan 
anda? 
19 21 
6 Apakah pada waktu anda akan ditahan, aparat 
penegak hukum yang ditugaskan menahan anda  
menyampaikan pula foto copy surat perintah 
penangkapan kepada keluarga anda? 
15 25 
7 Apakah anda tahu bahwa apabila ditahan tidak 
sesuai dengan prosedur yang dimaksud pada 




kerugian kepada negara melalui pengadilan 
dengan mengajukan permohonan praperadilan? 
8 Apakah polisi melakukan penggeledahan dan 
penyitaan barang di rumah anda  yang berkaitan 
dengan tindak pidana?  
20 20 
9 Apakah barang yang disita berkaitan dengan 
kejahatan yang anda lakukan? 
15 25 
10 Apakah diperlihatkan surat izin penggeledahan 
dan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Makassar ?  
6 34 
11 Apakah  pada waktu dilakukan 
penggeledahan/penyitaan disaksikan oleh 2 
orang saksi atau disaksikan oleh kepala 
lingkungan/kepala desa? 
13 27 
12 Apakah ada barang anda yang disita yang tidak 
ada hubungannya dengan kejahatan yang telah 
anda dilakukan? 
19 21 
13 Apakah anda tahu bahwa apabila barang yang 
disita  tidak memenuhi persyaratan yang 
dimaksud nomor 14, 15, 16,17, dan18 dapat 
memohonkan kepada pengadilan tentang tidak 
sahnya penggeledahan dan penyitaan barang 
sekaligus meminta ganti kerugian atas 
penggeledahan dan penyitaan tidak sah 
tersebut? 
7 33 
14 Apakah anda didampingi oleh penasihat 
hukum/pengacara? 
14 26 
Sumber: Kuesioner untuk orang yang pernah mengalami upaya paksa di 
Masyarakat Makassar 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka Tabel 3 dan 
tabel 4 di atas menunjukkan bahwa wujud pelaksanaan pemberian 
kompensasi belum sesuai dengan apa yang seharusnya dan masih 
kurang mendapatkan penanganan dan perhatian secara optimal. Dan dari 
tabel diatas bisa dilihat bahwa aparat penegak hukum dalam 
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melaksanakan kewenangannya masih ada yang belum sesuai dengan 
prosedur yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana.  
Berdasarkan beberapa wawancara yang penulis lakukan 
terhadap beberapa tahanan di Rutan Makassar Kelas 1 bahwa beberapa 
tahanan mengakui tidak semuanya menganggap dirinya bersalah, 
dikarenakan beberapa faktor, yaitu mereka tidak mengetahui tentang ilmu 
hukum yang sebenarnya, penyidik kadang tidak memberikan penjelasan 
terhadap kasus yang dipersoalkan kepadanya, kadang pengakuan 
penuntut pada saat berita acara penuntut kadang mengada-ada atau 
berlebihan, kadang penyidik juga terlalu berat sebelah kepada penuntut 
sehingga terdakwa merasa terlalu didiskriminasi. Dan warga masyarakat 
yang pernah mengalami tindakan upaya paksa oleh aparat penegak 
hukum mengatakan ada bebearapa aparat yang melakukan tindakan-
tindakan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, seperti kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada 
tersangka/terdakwa pada proses penahanan, penagkapan, 
penggeledahan dan penyitaan, namun karena mereka tidak memiliki 
pilihan mereka pun mendapatkan perlakuan tersebut tanpa ada 
perlawanan.  
Menurut Bapak Hakim Ibrahim Palino, wujud pelaksanaan 
pemberian kompensasi belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini dikarenakan tidak banyak 
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masyarakat yang mengetahui bahwa apabila mereka mendapatkan upaya 
paksa yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) seperti penahanan, penangkapan, penggeledahan dan 
penyitaan yang tidak sesuai maka dapat mengajukan tuntutan 
permohonan praperadilan, namun tidak semua permohonan praperadilan 
dengan mudah dikabulkan oleh hakim, ada beberapa dasar pemberian 
kompensasi ganti rugi menurut KUHAP adalah putusan atau penetapan 
pengadilan, dikabulkan atau tidaknya dapat ditentukan oleh dasar, 
alasan/argumentasi hukum dan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak 
yang berperkara.  
Sedangkan mengenai jumlah ganti kerugian diatur dalam Pasal 
9 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983. Dalam pasal ini telah 
ditentukan berapa besarnya jumlah maksimum yang dapat dikabulkan. 
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jumlah ganti kerugian yang 
diajukan oleh terdakwa yang tidak terbukti bersalah, serendah-rendahnya 
Rp.1000 ( seribu rupiah ) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000 (satu juta 
rupiah). Apabila dalam proses pemeriksaan mulai dari penangkapan, 
penahanan, dan tindakan-tindakan lain seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat 
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau bahkan mati, maka 




Seiring dengan perkembangan jaman jumlah ganti kerugian 
tersebut dirasa sudah tidak efektif lagi atau tidak mencukupi, dimana saat 
sekarang ini biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
keluarganya. Selama dalam tahanan tentu saja yang bersangkutan tidak 
dapat mencari nafkah untuk keluarganya. Terlebih lagi jika proses untuk 
menyelesaikan masalah tersebut terbilang lama, hal tersebut tentu saja 
akan menghilangkan pemasukan bagi keluarga tersangka/terdakwa 
tersebut. 
Walaupun jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang 
merasa telah diperlakukan tidak sah dalam jumlah yang sangat banyak 
akan tetapi permintaan yang diajukan, bahkan ada yang gugatannya tidak 
dikabulkan. 
Seperti halnya dalam permohonan ganti kerugian dimana 
seorang laki-laki yang bernama Muhammad Nasir, SE. Seorang 
wiraswasta yang mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala 
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Barat, yang mana menurut Bapak 
Muhammad Nasir,SE pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Barat 
telah melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Pemohon 
adalah berkenaan dengan adanya Pemberitaan Kasus Pemerasan Jaksa 
AM yang dimuat pada Berita Kota, sebagaimana Surat Panggilan Nomor : 
B.26/R.4.7/Hpu.3/02/2010 Tanggal 22 Februari 2010, bukan pemanggilan 
maupun Pemeriksaan berkenaan dengan Tindak Pidana Korupsi, 
sebagaimana diuraikan dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-
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008/R.4.5/Fd.1/02/2010 Tanggal 25 Februari 2010. Berdasarkan hal 
tersebut maka penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon 
sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-
008/R.4.5/Fd.1/02/2010 Tanggal 25 Februari 2010, yang ditanda tangani 
oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Asisten Tindak Pidana 
Khusus selalu penyidik, Jaksa Utama Pratama Amirullah, S.H.,M.H., 
adalah Penahanan Yang Tidak Sah dan Melawan Hukum karena 
pemeriksaan terhadap pemohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 
B.26/R.4.7/Hpu.3/02/2010 Tanggal 22.02.2010 tidak ada relevansinya 
dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-008/R.4.5/Fd.1/02/2010 
Tanggal 25.02.2010, yang didalamnya menguraikan ―karena diduga 
melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembiayaan Kendaraan 
Bermotor Pada Bank Btn Syariah Cabang Makassar Tahun 2005-2008‖ 
sehingga pemanggilan tersebut bertentangan dengan Pasal 112 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Oleh karena itu, penahanan yang dilakukan oleh termohon 
terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-
008/R.4.5/Fd.1/02/2010 Tanggal 25.02.2010 adalah Tidak Sah karena 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, yakni Alasan Pemanggilan Yang Tidak Sah. 
Dengan dilakukan penahanan oleh termohon atas diri pemohon, maka 
pemohon telah menderita kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, 
akan tetapi untuk menjadikan permintaan ganti rugi ini menjadi jelas, maka 
58 
 
pemohon menetapkan suatu jumlah senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 
sangatlah beralasan apabila termohon dihukum untuk membayar ganti 
rugi tersebut. 
Hal tersebut tentu saja telah mengakibatkan kerugian baik 
kerugian materil maupun inmateril, dimana selama ia ditahan ia tidak 
dapat bekerja seperti biasa dan hal tersebut membuat nama baiknya 
tercemar. Hal inilah yang melatarbelakangi pemohon mengajukan 
permohonan praperadilan untuk mendapatkan keadilan.  
Setelah melalui proses yang panjang di Pengadilan Negeri 
Makassar, permohonan tersebut di terima sebagian dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang matang dari Hakim.  
 
B. Kendala – kendala yang dihadapi dalam pemenuhan 
kompensasi di Kota Makassar 
Kompensasi dalam hukum pidana formil diatur dalam Pasal 77 
jo Pasal 95 — 96 KUHAP yang diwujudkan melalui lembaga praperadilan. 
Penetapan besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diputuskan oleh 
hakim melalui lembaga ini, oleh perundang-undangan ditentukan secara 
interval minimum maksimum, sehingga hakim hanya mempunyai 
kebebasan untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang akan diberikan 
pada tersangka/terdakwa hanya dalam batas interval tersebut. Tidak 
terdapat alasan tentang dasar pikiran apa yang melatarbelakangi 
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penentuan jumlah ganti kerugian tersebut yang ditetapkan secara interval, 
jika dikaitkan dengan kerugian tersangka/terdakwa.  
Menurut Hakim Ibrahim Palino, S.H.,M.H., kendala-kendala 
yang dihadapi dalam pemenuhan kompensasi yaitu hakim dalam 
memutuskan (mengabulkan) suatu perkara termasuk praperadilan adalah 
tergantung dari alasan dan bukti yang diajukan pihak yang berperkara. Di 
Pengadilan Negeri Makassar hampir tidak ada kendala yang dihadapi 
dalam mengadili perkara praperadilan jadi dapat tergantung masyarakat 
mengenai pemenuhan kompensasi atau ganti rugi setelah ada putusan / 
penetapan pengadilan adalah merupakan urusan instansi lain. 
Kendala – kendala yang dihadapi dalam pemenuhan 
kompensasi di kota makassar, berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa tersangka/terdakwa di Rutan Kelas 1 Makassar : 
1. Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya pengajuan 
pemohonan kompensasi. 
Kurangnya pemberitahuan kepada masyarakat tentang 
adanya pengajuan pemohonan kompensasi, membuat masyarakat yang 
tidak mengetahuinya dengan pasrah menerima perlakuan dari aparat. 
Mereka menganggap bahwa apa yang telah aparat lakukan sudah seperti 
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Padahal, ketika mereka mengalami upaya paksa diantara mereka tidak 
sedikit yang mengalami upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur 
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yang diatur dalam KUHAP. Namun, karena mereka tidak mengetahui cara 
pengajuan kompensasi sehingga mereka tidak menggunakan hak mereka. 
2. Jumlah nilai pemberian kompensasi tidak sesuai dengan 
hak-hak tersangka/terdakwa yang telah dirampas. 
Nilai pemberian kompensasi sangatlah minim sehingga bisa 
dikatakan lebih besar pasak dari pada tiang. Lebih besar nilai pengeluaran 
yang harus dikeluarkan oleh tersangka/terdakwa untuk mngajukan 
pemohonan kompensasi dibandingkan nilai kompensasi yang diberikan, 
membuat tersangka/terdakwa tidak mau menggunakan hak mereka. 
Mereka lebih memilih menjalani hukuman tersebut dari pada mengajukan 
pemohonan kompensasi tersebut. 
3. Proses hukum yang berbelit-belit. 
Proses hukum yang berbelit-belit membuat 
tersangka/terdakwa menganggap membuang-buang waktu jika 
mengajukan pemohonan kompensasi. Selain itu, jika mereka mengajukan 
pemohonan kompensasi, belum pasti permohonan mereka dikabulkan 
oleh hakim. Karena adanya beberapa pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan permohonan kompensasi yang disebut permohonan 
praperadilan. Tidak mudahnya permohonan praperadilan dikabulkan 
membuat tersangka/terdakwa menganggap jika hal itu hanya membuang 
waktu dan uang yang mereka. Ditambah lagi lawan yang mereka hadapi 
bukan orang biasa seperti kepolisian dan kejaksaan yang pasti lebih 
mengetahui hukum dibanding mereka. 
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4. Masyarakat yang sudah berhubungan dengan aparat 
penegak hukum enggan bermasalah lagi dengan hukum itu 
sendiri. 
Beberapa masyarakat yang sudah berhubungan dengan 
aparat penegak hukum  tentu mengetahui bagaimana prosedur yang 
mereka jalani. Sehingga mereka lebih memilih mengikuti dan menjalani 
masa penahanan mereka dibanding mencari masalah lagi dengan aparat 
penegak hukum. Dan juga mereka beranggapan bahwa kekuasaan pasti 
dipegang oleh orang yang berkuasa. Sehingga apapun tindakan yang 
akan mereka lakukan bagi mereka itu hanya tindakan sia-sia. 
5. Budaya masyarakat. 
Menurut beberapa masyarakat, sesungguhnya biasa terjadi 
kesalahan dari proses upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum. Namun, beberapa budaya di Makassar ketika warganya berurusan 
dengan aparat penegak hukum, mereka malu sehingga mereka ingin 
cepat menyelesaikan masalah tersebut tanpa mengetahui apakah 






1. Secara garis besar wujud pelaksanaan perlindungan hukum 
terhadap tersangka/terdakwa dalam hal pemberian 
kompensasi di Kota Makassar belum optimal. Hal ini 
dibuktikan banyaknya tersangka/terdakwa yang mengalami 
tindak upaya paksa yang tidak sesuai prosedur tidak 
mendapatkan hak-hak mereka, terlebih lagi mereka dalam 
proses tindakan upaya paksa sering mendapatkan 
perlakuan kasar dari aparat penegak hukum. Oleh karena 
itu, melalui peraturan perundang-undangan jaminan 
perlindungan atas hak-hak tersangka/terdakwa perlu 
mendapatkan kepastian hukum dan keadilan akibat 
terjadinya tindak upaya paksa yang tidak sah pada 
tersangka/terdakwa perlu mendapatkan kompensasi. 
2. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa kendala yang 
dihadapi oleh tersangka/terdakwa dalam pemenuhan 
kompensasi di Kota Makassar, antara lain : 
1. Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya pengajuan 
pemohonan kompensasi. 
2. Jumlah nilai pemberian kompensasi tidak sesuai dengan 
hak-hak tersangka/terdakwa yang telah dirampas.. 
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3. Proses hukum yang berbelit-belit. 
4. Masyarakat yang sudah berhubungan dengan aparat 
penegak hukum enggan bermasalah lagi dengan hukum 
itu sendiri. 
5. Budaya masyarakat. 
 
B. Saran  
1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang 
pemenuhan hak-hak mereka terutama hak mereka untuk 
menuntut kompensasi jika mengalami upaya paksa yang 
tidak sah. Selain itu diperlukan proses yang tidak lama dan 
biaya yang ringan agar mantan tersangka/terdakwa tersebut 
dapat menuntut pemenuhan haknya atas kerugian yang 
telah mereka derita akibat perbuatan atau tindakan aparat 
yang dianggap tidak sah. Hal ini dimaksudkan agar 
masyarakat awam dapat menggunakan hak mereka dengan 
sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin. 
2. Selain itu perlu adanya peningkatan jumlah kompensasi 
yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), karena jumlah tersebut sangat kecil dan 
tentu saja sudah tidak mencukupi lagi pada jaman sekarang 
ini. Apabila jumlah kompensasi diperbesar, hal ini tentu saja 
akan menjadi pemicu korban yang telah dilanggar haknya 
64 
 
tersebut untuk mengajukan permohonan kompensasi, yang 
mana hal ini tentu saja akan menjadi setimpal dengan proses 
yang telah mereka lakukan untuk memperoleh kompensasi 
tersebut. 
3. Pihak-pihak atau instansi yang menanggung beban 
kompensasi adalah negara, karena aparat hukum hanya 
menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang 
menjalankan konstitusi negara yang dibuat oleh negara. 
Akan tetapi, harus tetap ada sanksi tegas kepada aparat 
hukum yang apabila terbukti dalam menjalankan tugasnya 
tersebut ia melakukan suatu kelalaian atau kesalahan yang 
ia lakukan dengan sengaja. Selain itu, apabila jumlah 
kompensasi dinaikkan atau besar maka tentunya akan 
memperingatkan aparat penegak hukum untuk agar lebih 
berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak 
melanggar hak-hak dari tersangka/terdakwa yang akan 
berdampak baik bagi penegakan hukum dan kepastian 




Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana. Bandung   
      Widya Padjajaran. 
Atmasasimita, Romli.1996. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Putra  
      Bardin. 
Hamzah, Andi. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta : Sinar  
      Grafika.  
Hart dan Abdul Hakim. 1986. Hukum Acara Pidana dalam Prespektif Hak  
      Asasi Manusia. Jakarta : Yayasan LBHI. 
L&J.A Law Firm. 2012. Mempertahankan Hak & Membela Diri Di Hadapan  
      Polisi, Jaksa & Hakim bila terjerat Kasus Hukum. Jakarta : Rana  
      Pustaka. 
 
Marpaung, Laden. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta :  
      Sinar Grafika. 
Muhadar. 2010.  Perlindungan Saksi dan Korban. Surabaya : PNM. 
 
Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana KOntemporer. Bandung :  
      PT. Citra Aditya. 
Prakoso, Djoko. 1988. Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP. Jakarta:PT   
      Bina AKsara. 
Prints, Darwan. 1989. Hukum Acara Pidana. Jakarta : Pen.Djambatan. 
Simorangkir, dkk. 1983. Kamus Hukum. Jakarta : Pen.Aksara Baru.. 
Sofyan, Andi. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Yogyakarta :  
      Mahakarya Rangkang Offset. 
Soenoadji, Oemar. 1981. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek.   
      Bandung : CV. Mandar Maju. 
Soeroso, R. 2001.  Praktek Hukum Acara Pidana (Tata Cara dan Proses  
      Persidangan ). Jakarta : Sinar Grafika. 
Widhayanti, Erni. 1988. Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP.  
      Yogyakarta : Liberti. 




Soerodibroto, Soenarto. 2004.  KUHP dan KUHAP. Jakarta : Raja  
      Grafindo. 
Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor :  
      Poelita. 
Team Redaksi Trinity Surabaya. 2006. Undang0Undang Republik  
      Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman. Surabaya : Trinity. 
PP. No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. 
UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
UU No.9 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, 




Diakses tanggal 10/09/13 Pukul 20.15 WITA. http:/www.statushukum/ 
perlindungan-hukum.html 
Diakses tanggal 10/09/13 Pukul 20.30 WITA. http:/www.wikipedia./ 
Perlindungan-Hukum/id 
Diakses tanggal 22.11.2013 Pukul 21.10 WITA. http:/www.@ Makalah 
hukum, artikel hukum dan permasalahan hukum  Praktik Kompensasi dan 
Restitusi di Indonesia.html 
 
 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran-lampiran 
